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Informasi Artikel Abstract
Tanggal Masuk: The purpose of testing is to see the impact of the quality of tax services, sanctions, and
10 Agustus 2023 understanding of taxation on PKB taxpayer compliance in Kedliri Regency. Taxpayers registered
in KB Samsat Il (Katang) Kediri Regency are the population in this test. The sample was
Tanggal Revisi: determined using a random sampling technique so that the total sample in this test was 100
11 September 2023 respondents. Multiple linear regression analysis is the data analysis technique used in this test.
The results of this test show (1) partially the quality of tax services has an impact on the
Tanggal Diterima: compliance of PKB taxpayers in Kediri Regency, (2) partially tax sanctions have an impact on
28 Oktober 2023 the compliance of registered PKB taxpayers in Kediri Regency, (3) partially the understanding
of taxation has no impact on the compliance of registered PKB taxpayers in Kediri Regency, (4)
Publikasi On line: simultaneously the quality of service, sanctions and understanding of taxation have an impact
3 Nopember 2023 on the compliance of PKB taxpayers in Kediri Regency.

Key Words: Qualityof tax services, tax sanctions, understanding of taxation, motor vehicle tax
compliance

Abstrak

Tujuan dilakukannya pengujian adalah untuk melihat dampak kualitas layanan pajak, sanksi,
dan pemahaman perpajakan terhadp kepatuhan wajib pajak pkb diKediri Kabupaten. Wajib
pajak yang terlisting di KB Samsat Il (Katang) Kediri Kabupaten adalah populasi dalam
pengquijian ini. Penentuan sample menggunakan teknik random sampling sehingga total sample
dalam pengujian ini yaitu 100 responden. Analisos regresi linier berganda merupakan teknik
analisis data yang digunakan dalam pengujian ini. Hasil dalam pengujian ini menunjukan (1)
secara parsial kualitas layanan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak pkb diKabupaten
Kediri, (2) secara parsial sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak pkb yang
terlisting di Kabupaten Kediri, (3) secara parsial pemahaman perpajakan tidak berdampak pada
kepatuhan wajib pajak pkb yang terlisting di Kabupaten Kediri, (4) secara simultan kualitas
pelayanan, sanksi, dan pemahaman perpajakn berdampak pada kepatuhan wajib pajak pkb di
Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Pajak,Sanksi Perpajakan,Pemahaman Perpajakan,dan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Pendapatan utama pada suatu negara salah satunya yaitu pajak, pajak diatur diatur dalam peraturan perundang-
undangan no. 28/2009 pembayaran pajak pribadi maupun badan kepada negara tentang pajak dan retribusi
daerah (Sarlina et al., 2019). Pembayaran ini mengikat secara hukum dan tidak diberikan tanda bayar langsung,
namun dipergunakan sebagai penunjang keperluan otonomi wilayah dalam mencapai kondisi makmur.
Penerimaan pajak daerah berasal dari kompensasi pajak kendaraan bernotor. Menurut pasal 1 ayat 12 dan 13 UU
28/2009 mengenai PKB, PKB yaitu pajak yang terkait dengan kepemilikan kendaraan serta pemungutannya
dilaksanakan di KB Samsat (Sarlina et al., 2019). Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui self
assesment sistem, sistem ini membuat para wajiib pajak untuk menghitunghingga mlakukan pelaporan mandiri
berdasarkan pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (pajakku, 2023). Dengan
menggunakan sistem tersebut, masyarakat memiliki peranan penting dalam mencapai target pemasukan pajak.
Pemenuhan target pemasukan dari pajak tergantung pada tingkat patuhnya masyarakat dalam melaksanakan
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kewajiban pajaknya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila menunjukan perilaku yang mana WP bisa
menuntaskan selurh kewajiban pajaknya dan menggunakan hak perpajakan secara benar (Waluyo, 2020).
Sebagaimana diilustrikan pada Tabel 1. Mengenai Tingkat Kepatuhan wp atas sepeda motor di Kediri Kabupaten
Tahun 2019 sampai 2022

Total Kendaraan ~ Total yang membayar Total yang menunggak  Total Rasio kepatuhan

Tahun (R2) PKB (R2) PKB (R2) PKB (R2)
2019 332720 166386 166334 50.18%
2020 333017 164116 168901 49.28%
2021 331164 162797 168367 49.15%
2022 309063 164699 164364 50.05%

Sumber: KB Samsat Il(Katang) Kediri Kabupaten

Melihat data yang telah ada, data tersebut menunjukan bila ditahun 2020 kuantitas kendaraan bermotor naik
sejumlah 333.017, tetapi pada tahun tingkat rasio kepatuhan turun sebesar 49,28%. Pada tahun selannjutnya
mengalami penurunan pada kuantitas kendaraan yang terlisting dan yang telah memenuhi pajaknya. Namun pada
tahun selanjutnya terdapat kenaikan sebesar 50,05% wp yang membayar pajaknya, akan tetapi total kendaraan
yang terlisting turun sebesra 329063. Sehingga dapat dibuktikan bahwa tingkat wajib pajak yang patuh di KB
Samsat Kediri Kabupaten rendah. Tingkat kepatuhan berdasarkan fenomena yang terjadi di KB Samsat Il Kediri
Kabupaten mengalami penurunan pada periode tahun 2019 -2021. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor
termasuk kurang tanggapnya dalam melaksanakana playanan pajak untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak.
terdapat beberapa cara yang bisa dilaksanakan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak ialah melalui service yang
terbaik, kualitas pelayanan pajak dikatakan berrkualitas jika jasa yang diberikan sesuai dengan keinginan serta
kebutuhan wp (Arfamaini & Susanto, 2021). Tingkat kepatuhan waijib pajak dapat dicapai dengan baik jika sanksi
perpajakan dapat berkontribusi besar dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. oleh sebab
itu, penerapan sanksi perpajakan wajib dilakukan dengan tegas pada pelanggar wewenang dengan harapan dapat
mendorong masyarakat untuk melaporkan seluruh pendapatannya (Ningrum et al., 2022). Sebagaiamana yang
telah diketahui bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga dapat menyebabkan
tingkat rasio kepatuhan rendah (Faisol, 2023). Hal ini dapat diamati dari kurangnya kesadaran wp dalam
memahami peraturan pajak (Juliantari et al., 2021). Berdasarkan beberapa penguijian terdahulu tentang indikator
yang berdampak pada kepatuhan wp kendaraan bermotor hasil yang diperoleh beragam. Menurut Juliantari et al.,
(2021), kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan yang dapat dilihat dari baik-buruknya layanan yang
diberikan oleh petugas pajak, kualitas layanan pajak dapat dikatakaan baik jika tugas dapat dilaksanakan secara
profesional, transparant, disiplin, serta dapat memenuhi kepuasan wajib pajak (Puji Astuti, Faisol, 2023). Hal ini
serupa dengan pengujian Marfila et al., (2019), secara parsial kualitas layanan pajak berdampak terhadap
kepatuhan wajib pajak pkb. Tingkat wajib pajak yang patuh bisa meningkat karena adanya kualitas layanan yang
baik. Namun berbeda pada pengujian yang dilakukan Apriliyani, (2022), menyatakan bhwa tidak terdapat dampak
kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PKB,hal ini disebabkan oleh kualitas layaanan yang
diberikan tidak berhubungan dengan tingkat kepatuhan wp kendaraan bermotor. adapun faktor yang lain yang
harus diperhatikan yaitu sanksi perpajakan.Sanksi pajak merupakan salah saatu upaya pencegahan bagi wajib
pajak supaya tidak melakukan pelanggaran aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2016). Hal ini
serupa dengan pengujian Dijen et al., (2022), secara parsial sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan
wp pkb, karena untuk meningkatkan wajib pajak yang patuh pkb perlu dilakukannya penegasan dan pemberlakuan
sanksi agar dapat mewujudkan ketertiban membaya pajak. Namun berbeda dengan penguijian Virgiawati et al.,
(2019), bahwa secara parsial sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pkb, hal ini
disebabkan oleh beberapa hal yaitu pengenaan sanksi perpajakan kepada pelanggar pajak masih belum dapat
dilakukan secara efektif, selain itu dengan dihapusnya sanksi pajak oleh pemerintah tidak membuat wp untuk
dapat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu karena wajib pajak lebih mengacuhkan sanksi pajak serta
tidak dapat mengevaluasi sanksi perpajakan untuk digunakan pembelajaran dalam meningkatkan tingkat
kepatuhan wajibb pajak pkb. melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor dari
pemahaman pajak. Menurut Wijaya et al., (2020), proses dimana wp dapat mengerti dan faham akan aturan pajak
serta wp tersebut dapat melaksanakan pemenuhan pajaknya. Hal tersebut sesuai dengan pengujian Efriyenty,
(2019), secara parsial pemahaman perpajakan terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wp kendaraan bermotor,
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yang artinya wajib pajak memahami serta mempraktikkan tentang aturan pajak sehingga bisa meningkatkan
tingkat kepatuhan wp kendaraan bermotor. Namun terdapat perbedaan pada penguijian yang diilakukan Meutia et
al., (2021), pemahaman pajak tidak berdampak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pkb, yang
disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai aturan pajak, serta wajiib pajak belum dapat mempraktikkan
dalam memenuhi kewajiiban perpajakannya. Sesuai dengan fenomena yang telah terjadi dan dengan terdapatnya
gap research sehingga penguiian ini perlu dilakukan karena dapat diimungkinkan juga terdapat tingkat kepatuhan
wajib pajak pkb. penguijian ini memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi apakah kualitas layanan pajak,sanksi,
dan pemahaman perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pkb di Kediri Kabupaten. Hasil yang
diharapkan pada pengujian ini akan memberikan manfaat yakni Manfaat praktis dari penelitian ini berupa masukan
kepada KB Samsat Il (Katang) Kediri Kabupaten agar bisa mengangkat kepatuhan wp dalam membayar pajak
PKB agar target terpenuhi dan tidak menurun. Selain itu, pengujian ini juga memberikan masukan kepada WP
agar bisa memahami mengenai peraturan perpajakan. Adapun manfaat teoritis dari pengujian ini ialah untuk
meningkatkan wawasan peneliti serta masyarakat terkait perpajakan.

KAJIAN TEORITIS dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Jika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajaknnya tanpa adanya ancaman dari pihak perpajakan dapat
diartikan bahwa hal tersebt merupakan salah satu definisi dari kepatuhan wajib pajak (Susanto & Arfamaini, 2021).
Menurut Agustin & Putra, (2019), (Lambang Prasetyo; Faisol; Sugeng;, 2023) dimana wajib pajak dapat
melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya sesuai kondisi wp maka hal tersebut dapat dikatakan artian
dari kepatuhan wajib pajak. Menurut Efriyenty, (2019) waijib pajak dapat disebut patuh jika memenuhi beberapa
persyaratan berikut 1) pemenuhan pajak berdasarkan aturan yang ditentukan, 2) pembayaran dilakukan sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan, 3) wajib pajak telah mengetahui waktu jatuh tempo pembauyaran pajak.
Dengan memenuhi ketiga persyaratan tersebut wajib pajak dapat dianggap mematuhi peraturan perpajakan dan
mendukung sistem perpajakan dengan baik (Puji Astuti, Faisol, 2023).
Atribusion Theory, mengakui bahwa suatu perilaku wajib pajak dapat diipengaruhi oleh faktor dari luar, yakni
seseorang individu dapat memperlihatkan sikap yang berlainan. Jika playanan pajak dilakukan dengan baik,
profesional, transparans maka akan mempengaruhi persepsi wp mengenai pajak serta dapat memotivasi wp untuk
dapat mematuhi aturan pajak,sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.Sebagai contoh jika aparatur pajak
dapat memberikian solusi yang tepat terhadap permasalahan yang diihadapi oleh wp maka kemungkinan wajib
pajak dapat melakukan pembayran pajak sesuai dengan aturan yang brlaku. Sebaliknya jika solusi yaang diberikan
aparatur pajak kurang tepat dan tidak dapat dipercaya maka hal ini dapat menyebabkan wajiib pajak tidak dapat
mematuhi kewajiiban perpajakan nya. Berdasarkan pengujian Putri et al., (2022) membuktikan bila kualiitas
pelayanan pajak terdapat dampak positif terhadap patuhnya wajib pjak pkb, maka hipotesis penelitian dapat di
rumuskan:

H1: Dugaan sementara secara parsial kualitas layanan pajak berdampak trhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor di Kabupatent Kediri

Atribusion Theory, meyakini bahwa sikap dan periilaku wajib pajak di pengaruhi oleh faktor luar, Salah satu upaya
pencegahan terjadinya penyelewengan berdasarkan aturan pajak yang telah di tetapkan merupakan pengertian
dari sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan dapat dilakukan dengan tegas kepada seluruh
pelanggar perpajakan dan sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memotiivasi
wajib pajak untuk dapat mematuhi aturan pajak. Jika sanksi perpajakan dapat dilakukan dengan efektif maka akan
mempengaruhi tingkat kepatuhan waijib pajak, sebaliknya, sanksi pajak tidak dapat dilaksanakan dengan efektif
maka tiingkat kepatuhan perpajakan akan menurun. Hal ini sesuai dengan penguijian Susanto & Arfamaini, (2021)
bahwa secara parsial sanksi perpajakan berdampak terhadap patuhnya wajib pajak PKB di Samsat Surabaya
Utara, berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis pengujian dapat dirumuskan:

H2: Dugaan sementara sanksi perpajakan berdampak secara parsial terhadap kepatuhan wajiib pajak

kendaraan bermotor diKabupaten Kediri

Atribusion Theory, meyakini bahwa sikap dan perilaku waijiib pajak di pengaruhi oleh faktor dari dalam,dalam hal
ini pemahaman pajak terdapat peran penting dalam memperkirakan tiingkat kepatuhan wajib pajak,yang artinya
proses wajiib pajak tersebut dapat memahami tentang aturan pajak termasuk ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, selain itu juga mencakup kemampuan wp untuk menerapkan pengetahuan dalam melakukan
pemenuhan kewajiiban perpajakan(Wijaya et al., 2020). Jika wp dapat memahami mengenaii peraturan
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perpajakan dan dapat mempraktikkan nya maka hal ini dapat meniingkatkan tingkat kepauhan wajib pajak,
sebaliknya jika wp hanya memahami peraturan perpajakan dan tidak dapat mempraktikan ataupun tidak dapat
memahami peraturan perpajakan maka dapat menyebabkan penurunan tingkat wajib pajak yang patuh.Hal ini
sesuai dengan pengujian Azary et al., (2022) tingkat pemahaman perpajakan berdampak pada patuhnya wajiib
pajak, dengan pernyataan tersebut maka hipotesis pengujian dapat dirumuskan:
H3: Dugaan sementara secara parsial pemahaman perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor diKabupaten Kediri
Compliance Theory, teori ini meyakini bahwa dapat mendorong waijiib pajak untuk dapat mematuh atiran
perpajakan yang telah berlaku. Kualitas pelayanan, sanksii perpajakan, dan pemahaman perpajakan yang baik
dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dan dapat memotivasi wajib pajak untuk dapat mematuhi peraturan
perpajakan yang berlaku. Jika pelayanan yang diberikan aparatur pajak baik dan profesional, melaksanakan
sanksi dengan tegas serta wajib pajak dapat memahami sekaligus mempraktikan perpajakan maka dapat
menngkatkan tingkat kepatuhanwajib pajakk, sebaliiknya jika pelayanan yang diberikan tidak memadai serta tidak
profesional, tidak dapat melaksanakan sanksi dengan tegas serta pemahaman wajib pajak kurang dan tidak dapat
dipraktikkan denan baik maka dapat menyebabkan penurunan kepatuhan pajak, berdasarkan pernyataan tersebut
maka hiipotesis dapat di rumuskan:
H4: Dugaan sementara secara simultan kualiitas layanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman
perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri

METODE PENELITIAN

Pendekatan model kuantitatif merupakan pendekatan yang dipergunakan dalam pengujian ini, dengan teknik
penelitian kausalitas. Tempat pengujian dilaksanakan diKB Samsat |I(Katang) Kediri Kabupaten. Seluruh wp
kendaraan bermotor pada tahun 2022, dengan jumlah 329063 wajib pajak merupakan total populasi, pengambillan
sampel di gunakan teknilk probability sampling dengan teori perhitungan slovin, kemudian diambil 100 responden
sampel penguijian. Sumber data digunakan terdliri dari data prime serta sekunder. Data primer di dapat melalui
penyebaran kuisioner teruntuk 100 wajib pajak kendarraan bermotor terlisting di KB Samsat Il (Katang) Kediri
Kabupaten, adapun data sekundernya diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yang mencakup data yang
diperoleh KB Samsat Il (Katang) Kediri Kabupaten. Setiap variabel diukur menggunakan beberapa indikator
dengan menggunakan beberapa indikator dengan menggunakan skala likert, hal ini dapat ditunjukan berdasarkan
tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Variabel Indikator Skala
Kepatuhan Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib 1) Ketentuan kewajiban perpajakan  Skala
Wajiib Pajak  pajak sesuai ketentuan yang ada, yang dapat diketahui oleh setiap wajib  Likert
(Y) artinya wajib pajak dapat memenuhi pajak
persyaratan yang telah ditentukan serta 2) Persyaratan pembayaran pajak
mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak dapat dipenuhi oleh setiap wajib
(Efriyenty, 2019) pajak
3) Pembayaran pajak tidak
terlm]ambat.
4) Jatuh tempo perpajakan dapat
diketahui oleh wajib pajak
Kualitas Pengukuran kualitas pelayanan pajak 1) Tangible/bukti fisik Skala
Pelayanan berdasarkan pada kemampuan petugas 2) Realibility/keandalan Likert
Pajjak (X1)  dalam  memberikan  pelayanan  dan 3) Responsivenessiketanggapan
berdasarkan fasilitas yang tersedia (Ringan, 4) Assurance/jaminan

2023).
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Sanksi Sebagai jaminan kepada wajib pajak agar 1) Kedisplinan wajib pajak dapat Skala
Perpajakan  tidak melanggar peraturan berdasarkan tercipta jika telah diberlakukannya Likert
(X2) ketentuan  undang-undang  perpajakan sanksi pajak
(Sulistyowati et al., 2021). 2) Penegasan sanksi kepada
pelanggar perpajakan
3) Pemberian sanksi sesuai besaran
pelanggaran pajak
4) Penerapan sanksi berdasarkan
dengan ketentuan yang ada
Pemahaman  Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak 1) Hak serta kewajiban perpajakan  Skala
Perpajakan  serta  wajib  pajak  tersebut  dapat dapat dipahai oleh waijib pajak Likert
(X3) melaksanakan  kewajiban  perpajaknnya 2) Pemahaman mengenai sanksi pajak
(Efriyenty, 2019). 3) Tarif pajak dapat dipahami oleh
setiap wajib pajak
4) Kepemilikan STNK dapat dipahami

oleh setiap wajib pajak

Sumber: data diolah, 2023

Dalam penguijian ini, jenis analisis yang dipergunakan merupaka analisis regresiliniar berganda, dan dilakukannya
uji asumsi klasik dengan uji norrmalitas, heteroskedastisitas, serta multikolonieritas. Penguijian hippotesis
menggunakan uji-parsial serta uji-simultan dan menggunakan IBM SPP versi 21 sebagai alat analisis

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N
Mean
Normal Parametersap Std. Deviation
Absolute
Most Extreme Differences Positiive
Negative

Kolmogorov - Smirnov Z
Asymp. Sig. (2- tailed)

100
,0000000
1,55431060
,101

,101

-,055

1,012

257

a. Test diistribution is Normal.
b. Calculateed from data.
Sumber: hasil olah data spss 21 (2023)

Menurut hasil pengujian tersebut bisa dilihat pada Asymp Sign (2- tailed) senilai 0,257 > 0,05. sehingga bisa
dinyatakan bila hasiil uji normalitas kolmograv-sminov test dapat berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients?

Unstandardized Standardized Collinearity
Model Coefficients Coefficiients t  Sig. Statistiics
B Std.Error Beta Tolerance  VIF
1 (Constant) 7,686 2,964 2,593 ,011
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Kualitas  Pelayanan

Pai ,338 ,054 ,538 6,214 ,000 ,603 1,657
ajak

Sanksi Perpajakan ,233 ,085 241 2,731 ,008 ,579 1,728
Pemahaman -

Perpajakan -,082 ,060 -,099 1367 175 ,870 1,150

a. variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak
mber: hasil olah data spss 21,2023

~rdasar hasil penguijian, penguijian tidak mengalami gejala multikolonieritas karenanilai toleran > 0,10 dan VIF <
10 pada model regresii linier.

Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
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Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik scatter plots menggambarkan grafik titik titik berada dalam kondisi tersebar dandi bawah angka 0 di
garis vertikal Y, tidakerdapat pembentukan pola yang akhirnya disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients?
Model UnstandardizedCoefficients StandardizedCoefficients t  Sig
B Std. Error Beta
(Constant) 7,686 2,964 2,593 011
Kualitas Pelayanan Pajak ,338 ,054 ,538 6,214 ,000
Sanksi Perpajakan 233 ,085 ,241 2,731 ,008
Pemahaman Perpajakan -,082 ,060 -,099 -1,367 ,175

a. variabel dependen: Kepatuhan Waijib Pajak
Sumber: hasil olah data SPSS 21, 2023
Pengujian tersebut menunjukan, jika perpajakan bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak yaitu 7,686. 0,338
merupakan nilai koefisien pada X1 yang artinya jika nilai kualitas layanan pajjak naik 1% nilai kepatuhan wajib
pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,038. Nilai koefisien X2 sebesar 0,233 yang artinya nila isanksi
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perpajakan mengalami kenaikan 1% nilai kepatuhan wp akan naik senilai 0,233. Nilai koefisien X3 sebesar -0,082
artinya bila nilai pemahaman perpajjakan mengalami kenaikan 1% maka nilai kepatuhan wajib pajak mengaalami
penurunan -0,082.
Uji Koefisien Determinasi (R?)
Tabel 6. Hasil Uji (R?)
Model Summary®

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,1532 ,566 ,553 1,578
a. Predictors:(Constant), Pemahaman Perpajakan, Kualitas layanan Pajak, Sanksi Perpajakan
b. Variabel dependen: Kepatuhan Waijib Pajak
Sumber: hasil olah data SPSS 21, 2023

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukan bahwa nilai koefisian determinasi R2 senilai 0,533 atau 53,3% sehingga
dapat di simpulkan bahwa presentase dampak kualitas layanan pajjak, sanksi perpaajakan, dan pemahaman
pajak pada kepatuhan wajib pajjak dapat berpengaruh sebesar 53,3% dan variabel yang lain yang diluar
penguijian ini.
Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial

Coefficients?
Unstandardized Standardized Collinearity
Model Coefficients Coefficients t Sig. Statistics

B Std.Error Beta Tolerance  VIF
(Constant) 7,686 2,964 2,593 ,011
Kualitas  Pelayanan ,338 ,054 ,538 6,214 ,000 ,603 1,657

1 Pajak

Sanksi Perpajakan 233 ,085 241 2,731 ,008 579 1,728
Pemahaman -,082 ,060 -,099 - 175 ,870 1,150
Perpajakan 1,367

a. variabel dependen :Kepatuhan Waijib Pajak
Sumber: hasil olah data SPSS 21, 2023
Tabel 7. menunjukan bila signifikasi kualitas layanan pajjak senilai 0,000 < 0,05 dannilai t- hitung senilai 6,214 >
1,988 artinya Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa secara parsial varriabel kualitas layanan pajjak
berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak pkb. Signifikasi sanksi perpajakan seniilai 0,008 < 0,05 dan nilai t-
hiitung senilai 2,731 > 1,988, sehingga berarti bahwa Ho di tolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa variabel
sanksi perpajjakan dapat berdampak signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajjak pkb. Nilai
signifikasi sanksi perpajakan dengan nilai 0,175 > 0,05 dan nilai t- hitung senilai -1,367 < 1,988, sehingga dapat
berarti bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya variabel pemahaman perpajakan tidak dapat berdampak
secara parsial pada variabel kpatuhan wajib pajak PKB.
Uji Simultan (Uji-f)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan

ANOVA=
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 312,388 3 104,129 41,796  ,000°
1 Residual 239,172 96 2,491
Total 551,560 99

a. variabel dependen :Kepatuhan Waijib Pajak

b. Predictors:(Constant), Pemahaman Perpajakan, kualitas layanan Pajak, Sanksi Perpajakan
Sumber: hasil olah data SPSS 21, 2023
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Tabel 8 menggambarkan bila niilai signifiikasi sebessar 0,000 < 0,05 dannilai F hitungsenilai 41,796 > 2,70,
berarti bahwa Hoditolak dan Ha diterima, sehinngga kualiitas layanan pajjak, sanksi pajak, dan pemahaman
pajak dapat berpengaruh signifiikan ecara simultan pada variabel kepatuhan wajjib pajjak pkb.

PEMBAHASAN

Pengaruh kualitas layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Secara parsial kualitas layanan pajak pada penguijiian ini berdampak pada kepatuhan wp kendaraan bermotor di
Kabupaten Kediri yang bisa disimpulkan hipotesiss pertama diterima. Pada pengujian ini menunjukan jika
pelayanan diberikan oleh aparatur pajak baik maka bisa berdampak padda tngkat kepatuhan wajib pajjak untuk
menuntaskan tagihan pajak. atribusion Theory yang dikembangkan oleh Heider (1958) yakni salah satu proses
dimana seseorang dapat menginterpretasikan suatu kejadian, sebab sikap seseorang yang berasal dari dalam
maupun luar. Atribusion Theory yaitu adanya suatu perilaku yang berhubungan dengan sikap dan ciri-ciri dari
setiap individu (Fatmawati & Adi, 2022). Dalam konteks ini, jika hasil pengujian menyatakan bahwa kualitass
layanan pajak berpengaruh terrhadap kepattuhan wajb pajjak, kemungkinan jika layanan yang diberikan aparatur
pajak baik dan profesional sehingga dapat berdampak pada tingkat kepattuhan waijjib pajjak. hal ini diperkuat oleh
penguijian Sarifah et al., (2020) menyatkan bila kepatuhan waijjib pajjak memilikii pengaruh signifikan secara parsial
pada kepattuhan wajiib pajjak kendraan bermotor. berdasarkan hasil penguijian ini menunjjukan bahwa jika layanan
aparatur pajak yang disajikan kepada wp maka dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajjak untuk
menyelesaikn tagihan pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Secara parsial sanksi pajak pada pengujian ini memiliki dampak pada kepatuhan wajjib pajak PKB di Kediri
Kabupaten, yang artinya hipotesis kedua diterima. Dalam hal ini jika penerapan sanksi perpajakan dilakukan
secara tegas, sehingga tiingkat keptuhan waijjib pajjak meningkat. Atribusion Theory merupakan adanya sikap
yang berhubungan dengan skiap dan ciri-ciri setiap individu yang berasal dari eksternal. Dalam konteks ini, jika
hasil pengujian menyatajan bahwa sankksi perpajkan berpengaruh terhadap kepattuhan waijjib pajak, maka jika
sanksi perpajakan telah diterapkan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepattuhan wajib pajak.
Hal ini diperkuat oleh pengujian Apriliyani, (2022) menyatakan bila sanksi perpajakan mempunyai dampak
signifikan secara parsial terhadap kepattuhan waijiib pajak kendaraanbermotor. berdasarkan hasil penguijiian
tersebut menunjukan bhwa jika dalam penerapan sanksi perpajjakan dapat dilaksanakan scara tegas maka dapat
tingkat kepatuhan wajjib pajjak meningkat.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Secara parsial pemahaman pajak di penguijian ini tidak berdampak pada kepatuhan waijjib pajjak PKB di Kediri
Kabupaten, artinya hipotesis tiga ditolak. Atribusion teory yang berasal dari faktor internal merupakan adanya
suatu perilaku yang berhubungan dengan sikap dan ciri-ciri seseorang yang berpengaruh berasal dari diri sendiri.
Dalam konteksi ini jika hasil pengujian pemahaman perrpajakan tdak berpengaruh terhadap kepatuhn waijjib pajjak,
kemungkinan menunjukan bahwa dalam situasi ini pemahaman perpajjakan tidak memiliki dampak pada
kepatuhan wajjib pajjak. Hal tersebut diperkuat oleh pengujian Meutia et al., (2021) berdasarkan hasil jawaban
dari responden menunjukan bahwa wajjib pajjak dapat memahamii atas peraturan perpajjakan, dimana
pemahaman perpajjakan tidak memiliki efek signifiikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukan bahwa wajib pajak tersebut telah memahami aturan
perpajakan namun sebagian dari wajib pajak tidak dapat mempraktikkan sesuai dengan pengetahuan dan
pemahaman yang dimiliki, sehingga dalam hall ini pemahaman perpajjakan dapat dikatakan tidak berdampk pada
kepattuhan waijjib pajjak.

Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak kendaraan bermotor

Compliance Theory merupakan suatu teori mengenai kondsi dimana seseorang dapat menaati periintah atau
aturan yang telah ditentukan (Fatmawati & Adi, 2022). Teori ini dapat mendorong wajjib pajjak untuk dapat
mematuhi peraturan perpajjakan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni kualitass pelayanan pajjak,
sanksi perpajjakan dan pemahaman perpajjakan. Hal ini diperkuat oleh pengujian Zahrani & Mildawati (2019),
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bahwa kualittas pelayanan pajjak, sanksi perpajjakan, dan pemahaman perpajjakan dapat berdampak pada
kepatuhan wajib pajak. Pada konteks ini, bertambah baiknya pelayanan pajak dan jika wajib pajak dapat
mempraktikkan pemahaman mengenai perpajakan serta penerapan sanksi dilaksanakan dengan tegas agar dapat
menaikkan kepattuhan wajiib pajjak bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Mengacu hasil pengujian dan analisiis dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berdampak
secara parsial signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pkb di Kediri Kabupaten, selain itu secara parsial sanksi
perpajakan juga berdampak pada kepatuhan waijib pajak pkb di Kediri Kabupaten dan secara parsial variabel
pemahaman perpajakan tidak berdampak trhadap kepatuhan waijiib pajak pkb di Kediri Kabupaten. Adapun hasil
penguijian secara simultan variabel kualiitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan pemhaman pajak berdampak pada
kepatuhan wajjib pajak pkb di Kabupaten Kediri. Dalam pengujian ini terdapat berbagai keterbatasan yakni (1)
dalam pengujian ini menggunakan tiga variabel bebas yang meliputi kualiitas layanan pajak, sanksi perpajakan,
pmahaman perpajakan, (2) jumlah sampl dalam penguijian hanya berjumlah 100responden dari keseluruhan wajib
pajak yang terlisiting, dan (3) pengambilan data responden hanya dalam satu tempat sehingga masih kesulitan
untuk mendapatkan data berasal dari responden. Adapun saran bagi Kantor Bersama Samsat Il (Katang) Kediri
Kabupaten yaitu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, serta menerapkan penegasan
sanksi kepada waji pajjak yang melanggar peraturan perpajakan. Adapun untuk peneliti kedepannya agar
menambahkan faktor variabel lain yang belum dimasukkan sebagai topik pengujian ini dan menambahkan jumlah
sampel.
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